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EXECUTIVE SUMMARY 

The USAID IFACS project began in November 2010. The Project focuses on technical aspects of forest 
management in landscapes and on governance aspects in districts. Managing forests at the landscape scale 
makes sense ecologically and provide a rational basis for countering threats to biodiversity and delivering 
economic benefits and Greenhouse Gas (GHG) emission reductions at a scale large enough to make a 
difference nationally and globally. Districts provide an attractive governance focus because (1) they most 
closely match the landscape scale spatially, (2) district governments have power over land use outside the 
forest estate and coordinate the work of government sectors that most affect land use and deforestation, and 
(3) creating and implementing low carbon development strategies/plans at the district scale are a 
manageable way to demonstrate how improved forest management can contribute to sustainable economic 
growth. 

This report describes the process used to select eight target landscapes for USAID IFACS to implement its 
program in Sumatra, Kalimantan and Papua. This selection was based on contractual considerations that 
landscapes should include: large forest blocks; a preference for primarily lowland and peat forest; contain 
3.5 million ha of High Conservation Value Forest (HCVF; has the capacity to reduce GHG emissions and 
increase carbon sequestration through avoided deforestation, reduced degradation, and increase  
reforestation; and include at least four sites with viable orangutan populations occupying a minimum area 
of 1.7 million ha split between Kalimantan and Sumatra. 

At the request of USAID/Indonesia, the U.S. Forest Service International Program worked with experts at 
Indiana University to conduct an initial screening of forest areas across the Indonesian archipelago to 
identify sites that meet the basic biophysical criteria described above. This information was then assessed 
by a multi-stakeholder group at a workshop held in November 2010. As a consequence of that workshop - 
and with other information gathered - 17 candidate landscapes were proposed. Further, workshop 
participants suggested a range of additional biological, governance, and socioeconomic information to assist 
in this process to select target landscapes. 

The full range of  information gathered by USAID IFACS on these 17 candidate landscape sites related to: 
extent of threats to forest, general biodiversity and environmental services, an evaluation of environmental 
gradients, GHG emissions reduction, potential commitment & capacity of communities and civil society, 
status of local economy and infrastructure, private sector capacity and attitudes, governance, technical & 
financial capacity, support from the head of the District (Bupati ) and their longevity in office, level of 
support from  provincial government, potential collaboration with other donors, NGO or private sector 
projects, potential to collaborate with either established partner organizations and /or USFS Peat swamp 
Research Activities, and, logistics and costs of operating the Project. 

All this information was utilized in developing a sub-set of criteria to rank candidate landscapes. Namely: 
size of contiguous lowland forest, presence of viable population of orangutans, richness of other biological 
diversity, extent of forest carbon stocks above ground, potential to mitigate those threats that have high 
impact on conservation values, and feasibility of the Project achieving results.  
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As a consequence of the above processes, the selected landscapes (in bold), followed by their included 
districts, are mapped in this report. They are as follows: 

SUMATRA 

1. Aceh Selatan (Aceh Selatan, Aceh Barat Daya & Aceh Singkil)  

2. Aceh Tenggara (Aceh Tenggara & Gayo Lues) 

KALIMANTAN 

3. Ketapang (Ketapang, Kayong Utara, Melawi, Sekadau & Sintang) 

4. Katingan (Katingan, Pulang Pisau, Palangkaraya, Kotawaringin Timur & Gunung Mas) 

PAPUA 

5. Mamberamo Raya (Mamberamo Raya) 

6. Sarmi (Sarmi) 

7. Mimika (Mimika) 

8. Asmat (Asmat) 

 

These landscapes also have identified areas attached to them that will be influenced by USAID 
IFACS activities. Boundary outlines of these target landscapes will be finalized after staff are 
mobilized in the field and implementation begins directly and with partners. This will provide 
additional data to guide any boundary adjustments that need to be made. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Proyek USAID IFACS dimulai pada November 2010.  Proyek ini memfokuskan diri pada aspek 
teknis di bidang pengelolaan hutan pada cakupan bentang wilayah (landscape) serta aspek 
governansi pada tingkat kabupaten.  Dari perspektif ekologi mengelola hutan pada cakupan 
bentang wilayah cukup logis, selain dapat memberikan dasar pemikiran untuk penangendalian 
ancaman terhadap keanekaragaman hayati, menciptakan manfaat ekonomik dan pengurangan 
emisi gas-gas rumah kaca (GRK) pada skala yang cukup nyata baik di tingkat nasional maupun 
global.  Pilihan untuk bekerja di tingkat kabupaten memiliki nilai yang bermakna dari perspektif 
governansi karena (1) secara keruangan terdapat banyak kesamaan karakter wilayah, (2) 
pemerintah kabupaten memiliki rentang kendali yang nyata atas tata-guna lahan di luar kawasan 
hutan serta mengkoordinir berbagai sektor pemerintahan yang terkait langsung atau tidak langsung 
terhadap perubahan tata-guna lahan serta deforestasi, dan (3) menyediakan peluang untuk 
penyusunan dan pelaksanaan strategi/rencana pembangunan rendah emisi pada tingkat yang dapat 
dikelola (manageable) agar dapat membuktikan bahwa perbaikan pengelolaan hutan dapat 
menyumbang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  

Laporan ini menjelaskan proses pemilihan delapan bentang wilayah yang ditargetkan oleh USAID 
IFACS guna melaksanakan programnya di Sumatera, Kalimantan dan Papua.  Pemilihan ini 
dilakukan berdasarkan pertimbangan kontraktual yang meliputi: bentang hutan yang luas; 
mengutamakan hutan primer dataran rendah dan hutan rawa gambut; terdapat 3,5 juta hektar 
kawasan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HNKT); memiliki kemampuan mereduksi emisi 
GRK dan menahan karbon melalui pencegahan deforestasi, pengurangan laju degradasi hutan dan 
meningkatkan tingkat reforestasi; serta mencakup empat situs dengan tingkat populasi orangutan 
yang berarti sedikitnya di 1,7 juta hektar hutan di Sumatera dan Kalimantan. 

Atas permintaan USAID/Indonesia, Program Internasional Dinas Kehutanan Amerika Serikat (the 
U.S. Forest Service) bekerjasama dengan pakar-pakar di Universitas Indiana melaksanakan 
penapisan awal atas kawasan hutan di Indonesia untuk mengidentifikasi situs-situs yang memenuhi 
kriteria biofisik di atas.  Hasil awal penapisan tersebut dibahas pada suatu lokakarya multipihak 
pada November 2010 di Jakarta.  Berdasarkan hasil dan rekomendasi lokakarya tersebut serta 
kegiatan pengumpulan informasi lebih lanjut diusulkan tujuhbelas (17) bentang wilayah dengan 
mempertimbangkan juga aspek governansi, dan sosial ekonomik.  

Informasi yang dikumpulkan oleh USAID IFACS terkait ketujuhbelas calon bentang wilayah 
tersebut meliputi: tingkat ancaman terhadap hutan, keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, 
evaluasi terhadap tingkat kemiringan wilayah, emisi GRK, kesungguhan dan kemampuan 
masyarakat setempat, gambaran mutakhir infrastruktur dan perekonomian, perilaku dan 
kemampuan sektor swasta, kemampuan di bidang governansi, teknis dan keuangan, dukungan 
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Bupati dan masa jabatan mereka, tingkat dukungan dari pemerintah provinsi, potensi kerjasama 
untuk cakupan yang luas dengan pihak lain, seperti lembaga donor, organisasi non-pemerintah, 
atau sektor swasta. 

Semua informasi yang dikumpulkan digunakan untuk mengembangkan sebuah sub-kriteria untuk 
memberikan peringkat terhadap calon bentang wilayah.  Sub-kriteria tersebut meliputi:  Luas 
bentang utuh hutan dataran rendah, keberadaan orangutan dengan tingkat populasi yang relatif 
baik, tingkat kekayaan keanekaragaman hayati lain, luasan cadangan kandungan karbon hutan di 
atas tanah yang memiliki potensi untuk tindakan mitigasi terhadap ancaman yang memiliki 
dampak nyata terhadap nilai konservasi dan kelayakan capaian proyek.  

Hasil dari proses tersebut disajikan pada peta di laporan ini.  Bentang wilayah yang terpilih adalah, 
sebagai berikut: 

Sumatera 

1. Aceh Selatan (Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Aceh Singkil)  
2. Aceh Tenggara (Aceh Tenggara dan Gayo Lues) 

Kalimantan 

3. Ketapang (Ketapang, Kayong Utara, Melawi, Sekadau dan Sintang) 
4. Katingan (Katingan, Pulang Pisau, Palangkaraya, Kotawaringin Timur dan Gunung Mas) 

Papua 

5. Mamberamo Raya (Mamberamo Raya) 
6. Sarmi (Sarmi) 
7. Mimika (Mimika) 
8. Asmat (Asmat) 

Bentang wilayah juga menginformasikan kabupaten yang berpotensi dipengaruhi oleh hasil dan 
capaian proyek USAID IFACS di kabupaten utama.  Batas-batas terluar dari bentang wilayah akan 
diselesaikan setelah tim di wilayah mulai bekerja dengan pihak-pihak mitra.  Selain itu kegiatan 
tersebut akan menyediakan data tambahan dan pertimbangan lebih lanjut untuk keperluan 
penyesuaian batas-batas terluar bentang wilayah kerja USAID IFACS.  
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1.0 USAID IFACS 
BACKGROUND AND 
PURPOSE OF REPORT 

The USAID Indonesia Forestry and Climate Support (IFACS) project is being implemented under the 
Bilateral Assistance Agreement between the governments of Indonesia and the United States, specifically 
the Improved Management of Forest Ecosystems Objective. The purpose of the project is to reduce the 
threats of deforestation and climate change and help the Government of Indonesia (GOI) to conserve the 
country’s tropical forests, wildlife (including orangutans), and ecosystem services, including generation of 
clean water, reduction of soil erosion, food security, and carbon sequestration.  

The USAID IFACS project began in November 2010, and the team began to assess possible target 
landscape options as the first step in choosing specific sites in which to work. This report describes the 
eight target landscapes that are proposed for selection by the Tetra Tech ARD team. These sites were 
selected to meet the ecological criteria described below and other considerations described in Section 3. 
Additional data collection and analysis will be needed to finalize the boundaries of the landscapes and 
confirm initial selection of  primary target districts within those landscapes as described in Section 2.  

A critical element of the Tetra Tech ARD approach to USAID IFACS is to work on technical aspects of 
forest management in landscapes and on governance aspects in districts. Managing forests at the landscape 
scale makes sense ecologically and provides a rational basis for countering threats to biodiversity and 
delivering economic benefits and Greenhouse Gas (GHG) emission reductions at a scale large enough to 
make a difference nationally and globally. Districts provide an attractive governance focus under IFACS 
because (1) they most closely match the landscape scale spatially, (2) district governments have power over 
land use outside the forest estate and coordinate the work of government sectors that most affect land use 
and deforestation, and (3) creating and implementing low carbon development strategies/plans at the district 
scale are a manageable way to demonstrate how improved forest management can contribute to sustainable 
economic growth. 

1.1 GEOGRAPHIC FOCUS AND ECOLOGICAL CRITERIA  

USAID IFACS will work within large, forested landscapes on the islands of Sumatra and Kalimantan and 
the province of Papua to achieve the results described in Text Box 1. The ecological selection criteria for 
these sites include: 

 Large forest blocks; 

 A preference for primarily lowland and peat forest; 
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 3.5 million ha of High Conservation Value Forest (HCVF); 

 Net rates of reduced GHG emissions carbon sequestration through avoided deforestation, reduced 
degradation, and afforestation; and 

 At least four sites with viable orangutan populations, with a minimum of 1.7 million ha split between 
Kalimantan and Sumatra. 

1.2 FUNDING SOURCE REQUIREMENTS 

USAID IFACS is funded through a number of USAID funding sources, each with its own criteria and 
guidelines as described below. The target sites must have attributes that will allow the project to meet these 
selection criteria and results requirements individually or in aggregate: 

 Biodiversity: Sites must have important biodiversity vales associated with them and project activities 
must reduce or mitigate threats to these biodiversity values; 

 Sustainable Landscapes: Funds must be used to reduce GHG emissions from forests through avoided 
deforestation or reduced forest degradation; 

 Climate Change Adaptation: Activities must help communities and governments to address climate 
change impacts; and 

 Orangutan Conservation: Project activities must contribute to conserving important orangutan 
populations and their habitat. 

Text Box 1: Overall Results Required of USAID IFACS 

 Changes in land use practices and improved forestry management within targeted landscapes result 
in a 50 percent reduction in GHG emissions based on agreed calculations. 

 A 50 percent reduction in the rate from baseline of forest degradation and loss from conversion, 
illegal extraction, overharvesting, and fires for at least 6 million ha of tropical forest located within 
targeted landscapes. 

 Improved management of at least 3.5 million hectares of selected HCVF tropical forest in targeted 
landscapes, including 1.7 million hectares of priority orangutan habitat. 

 At least half of local professional government staff directly involved in management of targeted 
landscapes receives substantial training in a landscape-level approach to spatial planning and 
sustainable economic development. 

 At least a 20 percent increase in financial resources for forest management, increased 
transparency, and access to information to strengthen capacity of government, civil society, and the 
private sector for conservation and sustainable management of forest resources, biodiversity, and 
ecosystem services at targeted landscapes. 

 Low carbon growth development strategies piloted at the local level in at least eight districts located 
within targeted landscapes. 
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2.0  SITE SELECTION 
METHODOLOGY TO 
DATE AND GOING 
FORWARD 

2.1 STEPS TO DATE 

The following key steps have been taken to select the target landscapes proposed in this report. 

Preliminary Site Selection. At the request of USAID/Indonesia, the U.S. Forest Service International 
Program worked with experts at Indiana University to conduct an initial screening of forest areas across the 
Indonesian archipelago to identify sites that meet the basic biophysical criteria described above. In addition 
to finding large blocks of intact lowland forest, they also tried to determine the area of peat forest within the 
larger forest blocks as well as levels of degradation, fragmentation, and connectivity. The results of this 
analysis were accurate enough to identify large landscapes meeting the general selection criteria but not 
detailed enough to determine the most appropriate boundaries for the areas or to understand the ecological 
and land use characteristics of these forests.  

Site Selection Input Workshop. The Tetra Tech ARD team hosted a workshop on 26 November 2010 at 
Le Meridian Hotel, Jakarta to discuss 1) the validity of the selection criteria to select sites; 2) the 
characteristics of identified sites (biological, governance, and socioeconomic); and 3) additional sites that 
might meet the criteria. The participants suggested that additional—mostly socioeconomic and 
governance—criteria be considered in the site selection process and that either the boundaries of the 
proposed landscapes be adjusted or that new landscapes be considered for inclusion. We have integrated the 
new criteria/considerations (see Section 3) and propose that further consideration be given to defining the 
landscape boundaries and considering at least one additional landscape (Section 4).  

Subsequent to the workshop, additional information was gathered from workshop participants, available 
literature, a subcontract issued to Partners Indonesia, and USAID IFACS staff. We evaluated potential 
target landscapes using the criteria presented in Table 1.  

Districts Selected. The Landscapes that were selected through this process, and that we are recommending 
for USAID consideration, are listed below and described in detail in Appendix A. They are depicted on 
maps in Appendix B. The landscapes and the districts that they comprise are: 
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(The districts listed below in bold are primary districts and should receive the most attention, especially in 
the first year.)  

SUMATRA 

9. Aceh Selatan (Aceh Selatan, Aceh Barat Daya & Aceh Singkil)  

10. Aceh Tenggara(Aceh Tenggara & Gayo Lues) 

Batang Toru/Batang Gadis (proposed as a possible secondary site should it become difficult to 
implement USAID IFACS in the above two landscapes). Like the first two landscapes mentioned 
above, Batang Toru contains a significant population of orangutans, but may require active 
additions of orangutan from other populations in the future to maintain its genetic viability. 

KALIMANTAN 

11. Ketapang (Ketapang, Kayong Utara, Melawi, Sekadau & Sintang) 

12. Katingan (Katingan, Pulang Pisau, Palangkaraya, Kotawaringin Timur & Gunung Mas) 

PAPUA 

13. Mamberamo Raya (Mamberamo Raya) 

14. Sarmi (Sarmi) 

15. Mimika (Mimika) 

16. Asmat (Asmat) 

Areas influenced by USAID IFACS 

The landscape maps in Appendix B also indicate areas outside the target landscape boundaries that can be 
expected to be influenced by USAID IFACS activities. Both the proposed landscapes in Aceh lie within the 
expansive Leuser Ecosystem (Kawasan Ekosistim Leuser or KEL), established by Presidential Decree to be 
managed to conserve natural resources, including forests, wildlife, and environmental services. Some 70 
percent of KEL is comprised of the Mount Leuser National Park (Taman Nasional Gunung Leuser). Both 
the Park and the broader KEL will be influenced directly by capacity building and training programs run by 
the Project. In the case of the Park, this influence may well extend into the Province of North Sumatra. 

In Kalimantan and Papua, the target landscapes comprise all of some districts and parts of others. Where 
only a part is included, that part outside the landscape can also be expected to benefit from USAID IFACS 
capacity building and training. 
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3.0  PROPOSED USAID 
IFACS TARGET 
LANDSCAPES 

The landscapes proposed for USAID IFACS comprise two adjacent areas in Aceh; one in West Kalimantan 
and one in Central Kalimantan; and four in Papua—two adjacent ones in the northern part of Papua and two 
adjacent ones in the southern part of Papua. Surrounding these landscapes are extended areas that will be 
influenced by Project activities. In the case of the two Kalimantan sites these areas of influence in fact 
conjoin the two proposed landscapes. The landscapes are: 

SUMATRA  

1. Aceh Selatan Landscape: Is the southern edge of Gunung Leuser National Park. Peat swamp forest 
along the southwest coast of Aceh that extends inland to the lower slopes of Gunung Leuser National 
Park. The area of watershed that feeds the lowland peat swamps and the lowland forests is excellent 
habitat for orangutans and is included in the Leuser part. Parts of Singkil, Aceh Barat Daya, and Leuser 
lying outside the target landscape boundaries are considered areas of Project ‘influence.’ 

2. Aceh Tenggara Landscape: Is the heart of Gunung Leuser National Park that extends from highland 
forest to the low land forest. Aceh Tenggara landscape consists of Aceh Tenggara and Gayo Lues 
Districts, origins of seven watersheds in Aceh Province. This area is also a very good habitat for 
orangutans and other endemic species. Gayo Lues is a newly established district, split from Aceh 
Tenggara District.  

Batang Toru/Batang Gadis  Landscape: Located along the coast of North Sumatra Province, this 
landscape is dominated by lower montane forests. It is a secondary landscape that may be selected if 
difficulties emerge in implementing USAID IFACS in landscapes 1 and 2 above. 

KALIMANTAN 

3. Ketapang Landscape: A large landscape stretching from the lowlands of south central West 
Kalimantan Province, including Gunung Palung NP, across the mountains forming the border with 
Central Kalimantan Province. The landscape continues to spread to the lowlands of that province, 
potentially connecting with the Katingan Landscape. Ketapang landscape consists of Ketapang, Kayong 
Utara, Melawi, Sintang, and Sekadau Districts. 

4. Katingan Landscape: The Katingan landscape consists of Katingan, Pulang Pisau, Palangkaraya, 
Kotawaringin Timur, and Gunung Mas Districts. The Katingan District is an excellent example of a 
district that is largely defined by a single complete watershed, including both the upper and lower 
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reaches (Katingan sub-watershed). This landscape has a large area of peat swamp forest which includes 
much of Sebangau National Park.  

PAPUA 

5. Mamberamo Raya Landscape: Covers the northwestern part of a large forested geologic basin on the 
north shore of Papua Province. Initial remote sensing analysis identified only Mamberamo Raya, but 
participants at the workshop described below suggested that suitable forest stretches throughout the 
District of Sarmi almost to the provincial capital of Jayapura.  

6. Sarmi Landscape: The Mamberamo Basin covers a broad swath of relatively undeveloped forest 
stretching across the northern part of Papua Province. The vegetation is mostly northern Papua lowland 
forest with high biodiversity. The makeup of the swamp vegetation is complex and is largely regulated 
by the flooding cycles of the rivers and waterways. Mangrove forest in Sarmi about 18,699 ha, located 
downstream of Mamberamo River. The Basin contains a 600,000 ha timber concession, the largest in 
Indonesia. 

7. Mimika Landscape: A large area covering the south central of Papua Province that contains large area 
of lowland forests, including swamps. In the west, the districts of Mimika comprise largely grassland 
and monsoon forests in the lowlands to montane forests in the Sudirman Mountains. The principal 
threat is conversion for development—whether sustainable or not—when that conversion damages 
places of social and cultural value. 

8. Asmat Landscape: The Asmat (including Lorentz National Park) ranges from swamp forest on peat 
soils and extensive grasslands in the lowlands to montane forests in the Djajawidjaja Mountains. A 
large expanse of forest extends in the south and east of this district. Over 60 percent of Papua’s 6.9 
million ha of peat soils are in the three districts of Asmat, Mappi and Merauke, with the largest part in 
Asmat. Apart from Lorentz NP, most of this land is labeled as production forest. 
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TABLE 1. LANDSCAPE SCORES ACCORDING TO KEY SELECTION CRITERIA 

Target Landscape by Island 

(Province) 
Districts 

Bio-physical Considerations 
Socio-/Political/Operational 

Considerations 

Total 

Score Large 
lowland 
forest 
block 

Viable wild 
orangutan 
population 

(Kalimantan &  
Sumatra), Biodiversity 

Forest 
carbon 
stocks 
above 

ground Sub Total 

Potential to 
mitigate threats 

with high 
conservation 

impact 

Feasibility 
of 

achieving 
results 

Sub 
Total 

Sumatra                     

 Aceh Selatan 
Aceh Selatan* 
Aceh Singkil 
Aceh Barat Daya  

5 x 4 4 13 4 4 9 22 

Aceh Tenggara Aceh Tenggara* 
Gayo Lues 5 x 4 2.5 11.5 5 4 9 20.5 

Batang Toru/Batang Gadis 
Tapanuli Selatan 
Tapanuli Tengah, 
Tapanuli Utara 

3 x 4 2.5 9.5 4 5 9.0 18.5 

Ulu Masen Aceh Tenggara 
Aceh Jaya 5  4 2.5 11.5 4 2 6.0 17.5 

BBS-KS-B30 Landscape 
(WWF Tiger region)   3  4 3 10 4 2 6.0 16 

Kalimantan          - - 

Ketapang (W. Kal) 

Ketapang* 
Kayong Utara, 
Melawi, Sintang 
Sekadau  

5 x 4 4.5 13.5 5 5 10.0 23.5 

Katingan (C. Kal) 

Katingan*, 
Pulang Pisau, 
Palangkaraya 
Kotawaringin 
Timur 
Gunung Mas 

5 x 4 4.5 13.5 4 5 9.0 22.5 

Bulungan (E. Kal) Bulungan* 5  4 3.5 12.5 4 4 8.0 20.5 

Nunukan (E. Kal) Nunukan* 5  4 4.5 13.5 5 5 10.0 23.5 

Upper Barito Murung Raya* 4  4 2.5 10.5 3 3 6.0 16.5 

Upper Kapuas (W. Kal) Kapuas Hulu* 4 x 4 4.5 12.5 4 3 7.0 19.5 

Segah-Kelay (Berau, E. Kal) Berau* 4 x 4 2.5 10.5 5 4 9 19.5 
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Target Landscape by Island 

(Province) 
Districts 

Bio-physical Considerations 
Socio-/Political/Operational 

Considerations 

Total 

Score Large 
lowland 
forest 
block 

Viable wild 
orangutan 
population 

(Kalimantan &  
Sumatra), Biodiversity 

Forest 
carbon 
stocks 
above 

ground Sub Total 

Potential to 
mitigate threats 

with high 
conservation 

impact 

Feasibility 
of 

achieving 
results 

Sub 
Total 

Papua       0   - - 

Mamberamo Raya Mamberamo 
Raya 

5 n/a 5 4.5 14.5 4 3 7 21.5 

Sarmi Sarmi 5 n/a 5 4.5 14.5 4 3 7 21.5 

Mimika Mimika 5 n/a 5 4.5 14.5 4 3 7 21.5 

Asmat Asmat 5 n/a 5 5 15 4 3 7 22 

Merauke Mappi, Boven 
Digul, Merauke 5 n/a 3.5 4.5 13 4 1 5 18 

 

Notes: Selected sites (in light blue); other candidate sites not selected because of their low ranking scores, including those originally proposed by 
Tetra Tech ARD as well as selected others, such as the BBS-KS-B30 (Bukit Barisan Selatan - Kerinci Seblat - Bukit Tigapuluh) Landscape (grey).  

Scores: excellent (5), good (4), average (3), below average (2) and poor (1). Subtotals for biological indicators and for feasibility of success 
provided.  

* initial districts for focused implementation, selected in part from PINDO Reports and recommendations. 
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4.0  SITE BOUNDARY 
FINALIZATION 

4.1 General 

Following USAID approval of target landscapes, we will complete baseline data collection, finalize 
landscape boundaries, and confirm the initial target district in which to begin work within each landscape.  
Below is a more detailed overview of next steps required.  

Additional Data Collection. USAID IFACS both directly and in collaboration with the U.S. Forest 
Service, is in the process of using additional remote sensing data to refine the boundaries of the landscapes 
and learn more about the proposed landscapes, with special emphasis on natural resource characteristics 
(forests, biodiversity, and environmental services). Partners Indonesia, a nongovernmental organization 
(NGO), has collected governance and socioeconomic information about districts within the proposed 
landscapes under the supervision of the Chief of Party (COP) and Governance and Institutions Advisor. The 
Forestry, Private Sector, and Trade Advisor is collaborating with project partners to gather information 
relevant to sustainable economic development from the candidate districts. 

Adjust Landscape Boundaries and Consider Additional Landscapes. The USAID IFACS team quickly 
reviewed the landscape additions in the context of additional landscapes proposed at the initial workshop in 
November 2010 as well as new remote sensing and other information to adjust landscape boundaries to 
make them more rational in terms of biophysical characteristics and facility of achieving targets. We expect 
that additional boundary adjustments will be made as new information is learned by working on the ground.  

Prioritize Landscapes for Intervention. We will consult with USAID and partner organizations to 
determine which four landscapes will be prioritized for intervention with activities in the additional four 
sites commencing slightly later, but that implementation in all eight sites will commence in 2011.  

Consult with Potential Partners. In addition to the November workshop, we will consult with known 
partners in national government and potential partners at the provincial and district levels as well as civil 
society groups and potential NGO implementing partners individually, and perhaps through one or more 
workshops or meetings in the near future. 

Select Target Districts. We have analyzed information provided by the Partners Indonesia survey along 
with supporting information gathered by our team to identify one district within each landscape that will be 
the primary target for initial project interventions. We have provisionally selected a primary district for each 
landscape, but this needs to be confirmed following collection of all baseline data. The candidate districts 
that we are assessing are contained in Appendix C. We will consider a wide range of factors in making this 
decision, as described in Section 3, below. We will favor selecting a target district within each landscape 
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that has the greatest potential to serve as a catalyst for impact on other districts, and then build into our 
program activities that leverage the best approach to other districts. 

Finalize Site Report. We will finalize the Site Selection Report after initial adjustment of landscape 
boundaries and selection of target districts.  

4.2 KEY SPECIFIC TASKS 

4.2.1 Biophysical 

Threats to Forests. We will conduct a rapid analysis of threats within each landscape in order to:  

 Adjust landscape boundaries. 

 Comply with requirements of the biodiversity earmark.  

 Plan landscape-level forest conservation. 

 Develop an approach to reducing and mitigating threats through spatial planning and other means. 

The landscapes differ in the historical rate of deforestation, which generally has been highest in Sumatra, 
lowest in Papua, and intermediate in Kalimantan (with much intra-island variation). The historical rate is 
correlated with different drivers of deforestation, degree of fragmentation, and human demography. It is 
critical to ensure that threats can be managed through project interventions as a means to achieve targets 
related to reducing deforestation/degradation and GHG emissions. Threats were scored in Table 1. No 
proposed sites were included that had threats of such magnitude that they would result in failure to impact 
conservation success. 

Forest Quality and Biodiversity Value. We will conduct a High Conservation Value Forest (HCVF) 
assessment in the Papua landscapes if required. However, by the definitions in the Indonesian HCVF 
protocol, almost all the scarce remaining lowland forest may be considered HCVF, as well as primary 
forest.  These assessments are required to ensure that the target landscapes contain at least 3.5 million ha of 
forest that meets the requirements for this designation. We will consider including mangrove forests where 
appropriate since they have high carbon stocks and are also important for sea level rise adaptation. We will 
evaluate the biodiversity value in terms of orangutan habitat (from Orangutan Indonesia: Conservation 

Strategies and Action Plan, Ministry of Forestry, Jakarta, 2009) and other biodiversity indicators. Our staff 
and potential partners are professionally familiar with many of the landscapes and will provide guidance 
based on that direct knowledge. 

Landscape Gradients. Most of the landscapes, particularly in Kalimantan and Papua, have high beta 
(between-habitat) diversity with pronounced ecological gradients from wet (swamp) to dry and lowlands to 
montane zones. Such gradients are critical to enable species (including humans) to adapt to climate change 
as well as for maintaining environmental services. The most significant difference in Carbon stocks is 
between peat and non-peat substrate; therefore, the difference between peat swamp forest and lowland 
forest on mineral soil is greater than between lowland and montane forests. 
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GHG Emissions Reduction Potential. We will carefully consider the potential to avoid and reduce GHG 
emissions when adjusting landscape boundaries and planning interventions. Emissions baselines will most 
likely be based upon the USAID Global Climate Change (GCC) calculator which estimates emissions based 
on forest cover and land use type. Reduced Impact Logging (RIL) can contribute to emissions reductions in 
production forest. Improved management of degraded peat lands which have large below-ground Carbon 
stocks has huge potential to avoid and reduce GHG emissions. Landscapes in Papua with large areas of 
intact forest—a consequence of historically low deforestation rates, coupled with escalating threats—have 
high potential for avoiding GHG emissions. Rates of GHG emission, and actual or projected changes in 
those rates, are important for REDD (or REDD+). Very deep peat soils have much larger C stocks than 
those of medium depth. Annual emissions occur from the top 30 cm or so, thus the annual emission rates 
over the course of the project may be similar regardless of peat depth, but the long term emissions potential 
is drastically different. Two other examples of targets for intervention are (1) forests under imminent threat 
of clearing--such as those slated for conversion--may have greater projected emissions under Business as 
Usual (BAU) than forests with higher C stocks but a lower degree of threat; and (2) highly degraded forests 
may have greater potential for active C sequestration through re-growth or rehabilitation than do less 
degraded forests (important under Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in 
Developing Countries [REDD] or REDD+, which takes account of reforestation as well as avoided 
deforestation).   

4.2.2  Socioeconomic  

The socioeconomic and governance considerations described in this and the following sub-sections are 
relevant primarily to selecting districts within landscapes. We will obtain this information through the 
Partners Indonesia survey and field visits by our team members.  

Commitment and Capacity of Communities and Civil Society. We are expecting that the 
capacity/commitment of most communities in the target landscapes will be relatively low due to their 
remoteness, except in cases where other organizations are already working with them on forest management 
or related topics. We want to avoid initial target districts where community engagement would be unusually 
challenging, for instance, in some of the more remote parts of the Mamberamo Basin. Strong, local civil 
society groups are key to our community engagement approach so the presence of such groups will be an 
important selection factor. 

Status of Local Economy and Infrastructure. Others things being equal, we would prefer to initially 
begin working in districts that have some form of value-added production or history of entrepreneurship 
rather than those whose economies are based strictly on subsistence livelihoods and extractive industries.  

Private Sector Capacity and Attitude. We will seek to work in districts where the potential to develop 
sustainable businesses is high. A secondary consideration is the potential to develop partnerships with 
extractive industries. This will be an important aspect of implementing a Low Emissions Development 
Strategy (LEDS).  

4.2.3  Governance  

The following considerations refer to district-level government unless otherwise indicated.  

Governance, Technical, and Financial Capacity, especially in the areas of forest management and spatial 
planning. Our Governance and Spatial Planning Advisor will assess these capacities for candidate districts. 
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Provincial and district governments in Papua have access to greater financial resources than elsewhere in 
the country but tend to have less governance and technical capacity. 

Support from the Bupati and Longevity in Office. Support from the Bupati is the single most critical 
factor in being able to work successfully with district government. The Bupati must not only be supportive 
but also likely to be in office for most of the project period. Partners will initially evaluate potential Bupati 
support followed by direct engagement by our staff. It is important to engage district government as soon as 
possible as other similar projects have learned. 

Support from Provincial Government. This is crucial in Aceh and Papua where provincial governments 
have more power than in other parts of the country due to their special autonomy status. The governors of 
Central and East Kalimantan have made strong political commitments to pursuing low carbon development 
paths, indicating a favorable program environment in those provinces. The West Kalimantan province also 
expressed interest in low carbon development. 

4.2.4  Others  

Potential to Collaborate with other Donor, NGO, or Private Sector Projects. We will build on 
partnerships and investments made by existing USAID projects and seek opportunities to collaborate with 
other donors, such as under the Norway-Indonesia Letter of Intent (LOI) in Central Kalimantan, with the 
KfW FORCLIME project in East Kalimantan, the AusAID KFCP project and DGIS (Dutch) Mega Rice 
Area Rehabilitation project in Central Kalimantan, and DGIS and DfID in Papua. Opportunities to leverage 
private sector activities and investment include ecosystem restoration concessions, other privately funded 
REDD projects, coal mining, and pulp and oil palm concessions. We will plan our activities to complement 
programming by other donors and the GOI. 

Logistics and Cost. The relative ease and cost of accessing target landscapes and districts is a key 
consideration, especially in Papua where working in a remote district will be orders of magnitude more 
difficult/expensive than in established districts with strong governance capacity and commercial air 
connections. 

Potential to Collaborate with Established Partner Organizations. We recognize that our work will be 
greatly facilitated if we work in partnership with organizations that have established programming and 
relationships in target landscapes and districts. As soon as our proposed landscapes are approved by 
USAID, we will begin to discuss potential partnerships with appropriate organizations. 

Potential to Collaborate with USFS Peat Swamp Forest Research Activities. The USFS is also in the 
process of selecting research sites, and has committed to trying to work in USAID IFACS sites where 
possible.   

4.2.5  Island-Specific Considerations  

Following are specific activities or considerations related to the three islands that can inform the site 
boundary adjustment process as well as project implementation. 

Sumatra   

 Commitment by the governors of the 10 provinces in Sumatra through the Sumatra Island Spatial Plan 
for Saving Sumatra. 
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Kalimantan 

 In Central Kalimantan, work with existing REDD committees at provincial and districts levels to adjust 
boundaries of landscapes. 

 Use work of McKinsey and Price Waterhouse Coopers to design a “road map to a green economy” for 
East Kalimantan and similar work in Central Kalimantan to inform the boundary adjustment process.  

 

Papua 

 The Papua provincial government has established a Green Economy Task Force and has demonstrated 
strong commitment to low-carbon development. 

 Build on Spatial Planning work done under USAID contracts by the ESP project and Samdhana 
Institute to support provincial spatial planning in Papua. 

 Multi-district spatial plan development in southern Papua (Mimika and Asmat) with assistance from 
DGIS (Netherlands). In Mimika and Asmat, this includes financial commitment of matching funds from 
district government towards sustainable development and low-carbon economic planning. Mimika and 
Asmat districts are supporting joint planning for Greater Lorentz area.  

 Provincial and district governments, through the Papua Low-Carbon Development Task Force, are 
working together with foreign aid agencies and NGOs to design and achieve a low-carbon economy in 
southern Papua. Already successful in incorporating the amalgam of social, cultural, and biodiversity 
values in development planning and in designing incentive mechanisms for sustainable development. 
The Department for International Development (DFID) is focusing on Papua with a new climate change 
program (worth GBP 40 million), starting March 2011. 

 It makes sense to work with the provincial level in Papua because landscapes are large and there are 
opportunities for multi-districts projects. The provincial governments of Papua and Aceh play a much 
larger role in land use decisions than elsewhere in the country based on the regional autonomy law. 
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APPENDIX A: 
CONSIDERATION OF 
OTHER SITES  

Participants in the 26 November 2010 workshop made a number of suggestions regarding landscape 
boundary adjustments and additional sites for consideration.  

Proposed Additions to Identified Landscapes 

 Expand the Singkil/Leuser Landscape to include the Angpola forest block (near Aceh Singkil) and 
lowland forest in Aceh Barat and Aceh Jaya. This was considered and adopted. 

 Expand the Katingan Landscape to include Sebangau National Park in Central Kalimantan. This was 
considered and adopted. 

 Expand the Bulungan/Malinau Landscape to include Northern Berau in East Kalimantan. This was 
considered and not adopted because of the small population of orangutan there and the presence there of 
a relatively large number of other well funded projects working in the same arena.  

 Expand the Ketapang/Malawi Landscape in West Kalimantan to include Kubu Raya and Danau 
Sentarum. This was considered and not adopted, due to operational considerations. 

 Expand the Nunukan (Sebuku/Sebakung) Landscape to include coastal mangroves. This was considered 
and not adopted because of logistical reasons, including security issues related to its shared borders 
with Malaysia and its small orangutan population. 

Additional Landscapes Proposed at Workshop 

 Heart of Borneo Project area, located in West to East Kalimantan corridor along the Malaysian border 
and, in some cases, potentially overlapping USAID IFACS landscapes (e.g., Nunukan, Malinau, 
Ketapang/Melawai). This was considered and not adopted, due to operational considerations and the 
fact that other well resourced conservation consortiums will be focused on these areas. 

 Flora and Fauna International (FFI’s) activity in the Northern part of Jayapura District, Papua (at the 
eastern edge of the Mamberamo Basin). This was considered and not adopted because it was not as 
integrated as the selected landscapes of  Sarmi and Mamberamo Raya, which share a single huge 
watershed with integrated lowland rainforest.    
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 Boven Digul and Mapi Districts in southern Papua. This was considered and not adopted because 
threats in these districts were considered of such magnitude that they could not be significantly abated 
by this Project.  

 South of the Malinau River, East Kalimantan (south of the current Malinau Landscape border). This 
was considered and not adopted, due to operational considerations. 

 Kerinci Seblat lowland forest because of high biodiversity (although no orangutans). This was 
considered and not adopted, due to logistical considerations and the difficulty in abating threats in these 
lowlands as experienced by a previous World Bank project in the area.  

 World Wildlife Fund (WWF’s) tiger corridor (the BBS-KS-B30 (Bukit Barisan Selatan - Kerinci Seblat 
- Bukit Tigapuluh Landscape) in Jambi, including Tanjung Jabung, part of Berbak National Park. This 
extensive forest area connects with Merang Kepayang in South Sumatera (also lacks orangutans). This 
was considered and not adopted because it ranked lower than other landscapes using the IFACS criteria 
of selection (see Table 1). 

 Way Kambas National Park in Lampung Province Sumatra. This was considered and not adopted 
because of operational considerations and the nature of the threats in that Park. 
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APPENDIX B: LANDSCAPE 
INFORMATION SHEETS 

SUMATRA 

1. ACEH SELATAN CANDIDATE LANDSCAPE, ACEH 

Site Name and Location: 1. Aceh Selatan Landscape 

Forest Type, Condition, and Threats: 

The Aceh Selatan Landscape is inside the Leuser Ecosystem. This Ecosystem is an area of approximately 
2.6 million hectares and is one of the richest expanses of tropical rain forest in Southeast Asia. It is the only 
place where elephants, rhinoceros, tigers, and orangutans are found together. The Ecosystem stretches 
from the coast of the Indian Ocean to the Malacca Straits. It encompasses two extensive mountain ranges 
including Mount Leuser, which is 3,455 m high; two major volcanoes; three lakes; and more than nine major 
river systems. As well as providing habitats for a number of endangered wildlife species, the ecosystem acts 
as a life support for approximately four million people who live around it by providing a steady supply of 
water, soil fertility, flood control, climate regulation, and pest mitigation. The Singkil swamp area is one of 
three coastal swamp forest areas in this Ecosystem. These swamps contain very dense populations of 
orangutans, and the population size is estimated at over 1,500 individuals. All these swamps are threatened 
by oil palm plantations, and illegal removal of trees. Singkil is also threatened by village and associated road 
development on its eastern and southern borders, and some settlements into the center of the swamps. The 
Singkil swamps are the lower catchment areas of several watersheds. These watersheds and the associated 
lowland forests that contain orangutan will subscribe the boundaries of the target landscape areas beyond 
the Singkil Swamp. The Leuser Ecosystem outside the Swamp is generally threatened by migration from 
people fleeing from the war in Aceh and the Tsunami that impacted both Aceh and Nias Island. These 
migrants have established robust communities that have built a network of roads and villages. They continue 
to engage in illegal logging and clearing of forests, including in several areas plantation of oil palm. 

The Aceh and North Sumatra governments have recently attempted to translocate some of the settlers 
inside the Gunung Leuser National Park (approximately 700,000 ha).  

Local Government Capacity and Commitment: 

The Leuser Ecosystem, including Singkil Swamp, was for many years the recipient of funds from the 
European Union. More recently it has received funding from BRR. The strategic management of the 
Ecosystem is in the hands of the Badan Pengelolaan Leuser, an Acehnese institution, but implementation of 
conservation activities in the Ecosystem is largely in the hands of the Leuser International Foundation.  

Socioeconomic Conditions:  

People living in areas with a high biodiversity value in this landscape tend to be relatively poor. Agriculture is 
a major source of income for the local communities around Leuser. Large rubber and oil palm plantations in 
northern Sumatra play a major role in the national economy. Almost all remaining lowland forest has been 
given out officially for oil palm plantations. Yield decline has been recorded, however, in several Leuser 

http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Ocean
http://en.wikipedia.org/wiki/Strait_of_Malacca
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regencies. This decline can be ascribed mainly to a deterioration of nutrients in the soil, along with soil 
erosion, drought and floods, and an increase in weeds. Clearly, these causes of decline are linked to the 
deforestation of Leuser.  

Non-timber forest products (NTFP) can provide local communities with cash as long as exploitation does not 
surpass carrying capacity.  

Challenges to sustainable development: Engaging the local governments in and around the ecosystem in 
sustainable development projects and best management practices in the logging and palm oil sectors is an 
urgent requirement.  

Existing GOI/Donor/NGO Activities and Opportunities for Collaboration:  

Leuser Development Program (LDP): In May 1995 to November 2004, a special Conservation Concession 
to manage conservation of the Leuser Ecosystem was given out by the Government of Indonesia to a 
Foundation specifically created for this purpose - the Leuser International Foundation (LIF). For the 
duration of the LDP, the Foundation delegated the day-to-day management of the area to a specially created 
technical body containing both Indonesian and European professional staff, known as the Leuser 
Management Unit (LMU). After the end of the Program, the task of implementing the management of the 
conservation of the Leuser Ecosystem reverted to the LIF. The work funded by the LDP was continued after 
2004 by an ExxonMobil Grant to LIF. 

In 2006-2007, a training program for conservation officers was funded by the Canadian International 

Development Agency (CIDA). The funding was later continued by the Aceh Forest Environment Project 
(AFEP).  

UNESCO: has assisted for the last several years in development of strategies to manage the Gunung 
Leuser National Park and in the revision of the Park Management Plan. 

NGOs: WWF Indonesia, CI, FFI, LIF, PanEco, YEL, SOS, SOCP, and a range of local NGOs have been 
involved in a range of conservation activities in the Leuser Ecosystem in recent years ranging from 
establishment of elephant patrols, combating incursions into the Park from both external and internal 
boundaries from oil palm plantations, land clearing, illegal logging and settlements, and developing and 
implementing other conservation interventions in collaboration with the Park Management, particularly in the 
Langkat and Besitang districts.   

Opportunity for collaboration: Because of the very large boundaries, inadequate ranger staff, and poor 
funding of both the National Park Authority and Badan Pengelolaan Leuser, there is tremendous opportunity 
to assist in the conservation management of the Ecosystem. 
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2. ACEH TENGGARA CANDIDATE LANDSCAPE, ACEH 

Site Name and Location: 2. Aceh Tenggara Landscape 

Forest Type, Condition, and Threats: 

The Aceh Tenggara Landscape lies in Leuser Ecosystem (see description for the Aceh Selatan Landscape 
above). Total area of Aceh Tenggara district is 423,128 hectares. The forested areas (423,128 ha) include 
excellent primary forests in the core of the national park, Taman Nasional Gunung Leuser, that total 280,160 
ha or 66.2 percent of the District. Much of the periphery of the Park has been encroached upon and, in some 
areas of this district, there has been considerable degradation of the boundary areas of the Park. Protected 
forests (Hutan Lindung) are also an extensive 95,619 ha or 22.6 percent of the district. Forests for other 
uses (APL) total 47,349 ha or 11.2 percent of the district. 
The Aceh and North Sumatra governments have recently attempted to translocate some of the settlers 
inside the Gunung Leuser National Park (approximately 700,000 ha).  

Local Government Capacity and Commitment: 

The Leuser Ecosystem was for many years the recipient of funds from the European Union. More recently it 
has received funding from Rehabilitation and Reconstruction Agency for Aceh and Nias (BRR). The strategic 
management of the Ecosystem is in the hands of the Badan Pengelolaan Leuser, an Acehnese institution. 
But implementation of conservation activities in the Ecosystem is largely in the hands of the Leuser 
International Foundation.  

Socioeconomic Conditions:  

Majority of the population of Aceh Tenggara engage in agriculture, which contributes up to 60 percent of the 
local economy. Services sector contributes 21 percent; while the remaining sectors (including trading, hotels, 
and restaurants) contribute 9 percent. To provide alternative livelihoods for the population, for the second 
successive years, the local government is pushing planting of cacao trees. 1.36 million trees were provided 
to farmers by government last year, and 3 million more are planned to be given in 2011.   

Challenges to sustainable development: The Bupati of Aceh Tenggara is committed to make Aceh 
Tenggara a Conservation District by 2015. The district no longer issues logging permits, or is willing to 
approve large-scale oil palm plantations. Moreover, there is very little non-forest land use (APL) available for 
large-scale agriculture, maybe not even enough for expanding the human settlement area. The challenge 
will be to stick with the concept of this area as a conservation district. 
Existing GOI/Donor/NGO Activities and Opportunities for Collaboration:  

Leuser Development Program (LDP): In May 1995 to November 2004, a special Conservation Concession 
to manage conservation of the Leuser Ecosystem was given out by the Government of Indonesia to a 
Foundation specifically created for this purpose - the Leuser International Foundation (LIF). For the 
duration of the LDP, the Foundation delegated the day-to-day management of the area to a specially created 
technical body containing both Indonesian and European professional staff, known as the Leuser 
Management Unit (LMU). After the end of the Program the task of implementing the management of the 
conservation of the Leuser Ecosystem reverted to the LIF. The work funded by the LDP was continued after 
2004 by an ExxonMobil Grant to LIF. 

In 2006-2007, a training program for conservation officers was funded by the Canadian International 

Development Agency (CIDA). The funding was later continued by AFEP.  

UNESCO: Has assisted for the last several years in development of strategies to manage the Gunung 
Leuser National Park and in the revision of the Park management Plan. 
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USAID and other Donors Program: 

Since in January 2010, USAID has supported 12 districts in Aceh, including Aceh Tenggara, for the program 
of Decentralization Basic Education/DBE II; this ends in December 2011. The output of the program is to 
improve quality of education- first by producing an education strategic plan.  USAID KINERJA began work in 
Aceh Tenggara in May 2011. 

SWISSCONTACT:  has been working intensively with the local government in expanding the community 
cacao plantation.  The local government has already constructed a cacao warehouse, and is planning to 
support development of semi-processed and edible cacao products. The Swisscontact program will run until 
2012.  
Opportunity for collaboration: Because of the very large boundaries, inadequate ranger staff and poor 
funding of both the National Park authority and Badan Pengelolaan Leuser, there is tremendous opportunity 
to assist in the conservation management of the Ecosystem. 

 

3. ,
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BATANG TORU/BATANG GADIS ALTERNATIVE CANDIDATE LANDSCAPE, NORTH SUMATRA 

Site Name and Location: Batang Toru / Batang Gadis  Landscape 

Forest Type, Condition, and Threats: 

The Batang Toru/Batang Gadis landscape is in North Sumatra province and is comprised of two significant 
forest areas of conservation value totaling 244,000 ha, together with another 400,000 ha of unprotected 
forests that include extensive high carbon peat swamps, and secondary forests which hold promise as a 
potential corridor between the two primary forest areas.   

The Batang Toru forest covers some 136,000 ha of primary forest located in three districts in North Sumatra: 
North Tapanuli, Central Tapanuli, and South Tapanuli. This forest contains a wealth of biodiversity, including 
19 globally threatened animal species and 48 near-threatened species (mostly birds, but also four primates). 
The West Batang Toru Forest Block is one of the last substantial refuges of a recently rediscovered 
orangutan population south of Lake Toba. From preliminary surveys, the population of orangutans is 
estimated to be between 400‐600 individuals (Wich et al. 2003).  It is also home to the highly endangered 
Sumatran tiger, tapir, serow, marbled cat, and clouded leopard which also reside in this forest. The greater 
part of the Batang Toru forest is at present allocated as production forest and land to be converted to other 
uses (81 percent) and only a small part (19 percent) is allocated as protection forest. The Batang Toru forest 
covers the upper areas of 10 watersheds. Water from the Batang Toru forest is currently used by a hydro-
electricity scheme (Sipansihaporas). Other important industries will also rely on a stable ecosystem in 
Batang Toru, including geo-thermal plans and gold mining. Efforts are on their way to establish Batang Toru 
as a locally protected area with a multi-stakeholder management system. Benefits derived in the future from 
the environmental services (carbon, water, ecotourism) from this forest can be used for sustainable 
management of the forest asset and socio-economic development of local communities. 

The Batang Gadis National Park, is situated in Mandailing Natal Regency of North Sumatra, covering 
108,000 ha. According to recent findings by the Indonesian Institute of Sciences, in cooperation with the 
Washington-based Conservation International, Ministry of Forestry, and Mandailing Natal Local Government, 
the Batang Gadis is believed to be among the richest sites in flora and fauna in the world, with rain forest 
providing habitat for 218 kinds of birds, small and big mammalians, reptiles, and amphibians. This area is 
considered one of the hot spot critical ecosystems in the world as it contains important biodiversity. Some of 
important flora and fauna can be found such as, tapir, honey near, Sumatran elephant, Sumatran tiger, 
orangutan, hornbill, rhinocerous, leopard, golden cat, Thomas leaf monkey; a diverse array of snakes, frogs, 
and fish; and more than 20 species of birds. The majority of the forest area is pristine and has high value for 
ecological services. 

The 400,000 ha included separating these two primary forest areas, and the proposed landscape is 
characterized by extensive peat swamps and secondary forests. North Sumatra is not among the nine 
provinces designated by the Government of Indonesia to participate in REDD+ schemes.  

Geographic linkages - Batang Toru is an IFACS secondary landscape site that may be a focus of IFACS 
intervention is dependent upon the success of implementing the program in the Aceh sites. However, 
Batang Toru is surrounded by clusters of other forest blocks that have been relatively recently separated 
from Batang Toru. Additionally there is the Batang Gadis National Park some 5-10 km to the south. The 
Action Plan for Batang Toru has activities to establish corridor linkages with both the smaller surrounding 
forest blocks and with Batang Gadis. As such, if this secondary site is selected for IFACS activities, the 
specific surrounding blocks and outlines of the Batang Gadis will be further defined as a composite 
landscape with Batang Toru. It is noted that Batang Toru and Batang Gadis are not one of the low carbon 
districts being supported by UPK1. 
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Threats: Prime threats to the forest in the West Block are encroachment along its western edge, primarily by 
immigrants from Nias island; illegal logging in its south west; and some poaching—which in 2007 was not 
too severe due to inaccessibility of much of the Forest Block at that time—but which is now increasingly 
becoming a serious threat to the integrity of the forests. In the Sipansihaporas area, which is the location of 
a hydo‐electric  plant, immigrants have converted almost  2,000 ha of forest. 

Mining in the West Block has the potential to pollute water systems. Hunters with dogs, usually from the 
immigrant Nias villages, take a range of animals, including orangutans, to eat and /or sell. 

The gazettement  of 40,000  ha  as  Production  Forest  (Hutan  Produksi)  and  encroaching farmland also 
constitute grave threats to biodiversity through direct destruction of forests and fragmentation as a result of 
roads providing increased access into the Blocks.    

Local Government Capacity and Commitment: 

There is strong local government commitment to conserve these Forest Blocks. They are also keen to carry 
out transparent and participative spatial planning. However, they are hampered in these activities by lack of 
resources, capacity, and training. 

Socioeconomic Conditions:  
Challenges to sustainable development:  

In 2007, ICRAF found that the boundaries of the designated forest areas are overlapping with the village’s 
productive forests and agriculture lands. The designated forest area (penunjukkan kawasan hutan) does not 
provide a legal basis to define private-public lands. The appropriate (legal) process should be followed by 
forest delineation (penataan batas kawasan hutan) and forest gazettement (penetapan kawasan hutan), as 
specified in the forest law. Clarifying these sorts of tenure situations is critical to achieving sustainable 
development. 

ICRAF and Winrock International analyzed the rich agroforestry livelihood systems in Batang Toru to: 
strengthen local support for conservation-based income alternatives to destructive forest practices; and 
catalyze local entrepreneurs to create sustainable economic alternative activities. The ICRAF-Winrock team 
conducted socioeconomic, land tenure assessment, spatial analysis, macroeconomic, and market studies to 
identify key threats, opportunities, and the communities best positioned and most interested to collaborate in 
the effort. The development of farmer groups to enhance agroforestry skills, strengthen conservation 
awareness, and develop market understanding and linkages is also seen as a challenge.  
 
Existing GOI/Donor/NGO Activities and Opportunities for Collaboration:  

PT Newmont Horas Nauli conducted a thorough baseline terrestrial ecological survey of their contract of 
work area from May to August 2003. 

ICRAF-SEA- Conservation International (CI): Using funds provided by USAID, they worked together in 
January 2007 to gauge livelihoods in three villages in Aek Nabara (South Tapanuli district), Huta Gurgur 
(Central Tapanuli district), and Sibulan-bulan (North Tapanuli district).  

USAID: Provided funding to CI to establish four conservation villages in the West Batu Toru Forest Block. 
This work was completed in 2007. 

USAID/OCSP: Also implemented a range of conservation activities in Batang Toru, ranging from facilitating 
both the development of conservation management action plans and a management body, working with 
specific communities to establish management interventions and developing a tourism plan for the area to 
support wildlife conservation and alternative livelihoods. 
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NGOs: WWF Indonesia, CI, ICRAF, PanEco, SOS, SOCP, and the local NGOs, Yayasan Ecosystem 
Lestari, Yayasan Samudra, and Yayasan Petra, have been involved in a range of conservation activities in 
the Batang Toru Forest Blocks in recent years. 

Opportunity for collaboration: USAID/OCSP played a key role in the development of a multi-stakeholder 
conservation action plan to conserve the West Batang Toru Forest Block. All four large companies working 
in the area (PLN state electricity company, Medco geothermal, Oxiana gold mine, and Teluk Nauli logging 
company), local governments, NGOs, The Church HKBP, and universities participated in the development of 
the action plan and indicated that they would respect the resultant plan. USAID/OCSP also facilitated these 
stakeholders to collaborate to develop a management body to have oversight in the implementation of this 
Action Plan. This body is still in the process of finalization and it offers excellent opportunity for integrated 
management activities and collaboration to conserve natural resources in and around Batang Toru. 
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KALIMANTAN 

3. KETAPANG CANDIDATE LANDSCAPE, WEST KALIMANTAN 

Site Name and Location: 3. Ketapang Landscape 

Forest Type, Condition, and Threats: 

This Landscape is part of an extensive lowland & upland dipterocarp forest ranging from the districts of 
Ketapang, Kayong Utara, and Melawi in West Kalimantan to more than five districts in Central Kalimantan 
(primarily Seruyan and Lamandau, but also including Katingan, West Kotawaringin and East Kotawaringin). 
This landscape connects with the USAID IFACS Katingan candidate landscape via the Muller-Schwaner 
range, which has over 2,000k ha of primary and secondary forest. 

Forests here are primarily in concessions nominated for use and conversion. Good orangutan habitat (spp. 
wurmbii), with approximately 1,000 individuals in ~4,200 km2 of Rongga Parai and 6,000 individuals in 5,000 
km2 of Arut-Belantikan (Central Kalimantan).  

The main threat is unsustainable practices in concessions held by logging companies. There are also plans 
for some conversion to oil palm (e.g., 350k ha in Ketapang district). Encroachment in abandoned 
concessions leads to illegal logging. One driver behind these threats is an outdated legal and policy 
framework of the forestry sector.  

Local Government Capacity and Commitment: 

West Kalimantan: Capacity could be stronger. Good commitment. Member of Indonesian government’s 
Heart of Borneo Provincial Working Group.  

Ketapang: MOU signed with other parties of West Kalimantan’s Conservation Board, the district police 
agency, FFI, and the Palung Foundation to Save Orangutans; this includes commitment to stop hunting and 
trade of orangutans. 

Kayong Utara: This new district emerged in 2008 by partition of Ketapang District. Most of District is 
classified as forest, included Gunung Palung NP. Some local government departments are not yet staffed, 
including the Department of Public Works who are responsible for developing details of the spatial plans. 
Local government needs to improve human resource capacity.  

Melawi: This new district was only formed in 2005, so that the capacity of local government needs 
upgrading. Commitment to LEDS is nascent.  

Socioeconomic Conditions:  

Population: Adults in the prime district of Katapang number 524,564: the density for the two largest districts 
combined (Katapang and Malawi) is ~42,000 km2 with ~610,000 individuals = 14.5/km2. Population growth 
from 2000 to 2009 was 2.23 percent. Measured by level of life span, access to education and income; HDI 
index is 68.7. The life expectancy is 66.7 and literacy 88.7. 

Ethnic groups: Dayak about one-quarter of population.  

Livelihoods: About two-thirds of working population employed in the agricultural sector (including forestry), 
the rest are relatively evenly distributed between trade, services, and industry. Some 20 percent of people in 
Katapang District are farmers, with almost half the people employed in the informal sectors. There are 7,000 
government workers in Katapang.  

Commercial activities: Timber concessions, other forestry sector (rattan, resin, etc.), rubber production.  

Development trends: In Ketapang, a decrease of about 35 percent in primary forest, secondary forest, and 
peat swamp forest combined between 1992 and 2005 (from about 23,400 to 15,600 km2), with an increase 
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of over 300 percent in agriculture area (from about 2,250 to 7,500 km2) during the same time. (This 
information is from a report by FFI.) The government continues with proposals to change the status of forest 
areas for development purposes.  

Challenges to sustainable development: Engaging the private sector, such as logging and palm oil 
companies, to adopt best management practices (including for orangutan) in the lands they manage. 
Ensuring that district governments secure orangutan habitat in their new spatial planning policies for 2010—
2030.  

Existing GOI/Donor/NGO Activities and Opportunities for Collaboration:  

GOI: Melawi is represented in the Heart of Borneo District Working Group, contributing to the development 
and implementation of Indonesia’s Heart of Borneo National Action Plan. Proposal to officially gazette 
Muller-Schwaner as protected area has already been through a two-year process of consultation and 
socialization.  

Donors: European Commission, with USD14 million over five years (through 2013) for West Kalimantan & 
Jambi on Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT. BMZ developing forest carbon baseline 
across the portions of Heart of Borneo within West Kalimantan that are connected through forest corridors, 
such as Muller-Schwaner. 

NGOs: 

 WWF Indonesia joining with district government and stakeholders in Melawi for implementation of 
Heart of Borneo National Action Plan. WWF Indonesia works with provincial authorities to promote 
policies to use idle lands for plantations. WWF Indonesia works with two concessions for best 
management practice for orangutans, also HCVF assessment in palm and logging concessions.  

 FFI aiding with HCVF mapping, such as assessment of 500 ha+ for the Cargill company.  

 Palung Foundation works on wildlife conservation issues. 

 Dian Tama Foundation contributes to community-based fire prevention, with funding from the 
European Union.  

 Forum Hutan Desa & Gemawan work to have land re-classified or re-zoned as village forest, 
including for agroforestry purposes and then providing support for the sustainable management of 
such forests (FFI coordinates activities of 12 villages; Germawan also in villages near Taman 
Nasional Gunung Palung, but especially assisting communities bridge policy gaps related to re-
zoning requirements for hutan desa that exist between PEMDA and the central government.). 

 Yayasan Warisan focuses on both supporting Dayak culture and environmental issues. 

 Yayasan Asri links the provision of medical care to commitments to protect natural resources. 

 Cabang Panti works to conserve wildlife. 

 Forum Komunikasi Kehutanan Masyrakat (FKKM) is a national, provincial, and district forum to 
involve society in conservation of forests. 

Opportunity for collaboration: Broaden best management practice to all companies and concessions in 
Rongga Parai, and encourage restoration concessions as well. Align work in Rongga Parai to sustainable 
development interests in the Heart of Borneo National Action Plan, extending contiguous orangutan habitat 
and geographically extending reach of Heart of Borneo.  
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4. KATINGAN CANDIDATE LANDSCAPE (CENTRAL KALIMANTAN) 

Site Name and Location: 4. Katingan Landscape, Central Kalimantan 

Forest Type, Condition, and Threats: 

From southern lowlands of peat swamp and peat forest in Sebangau National Park (districts of Katingan & 
Pulang Pisau, and city of Palangkaraya) to northern montane forests of the Muller-Schwaner range (districts 
of Katingan & Gunung Mas). Bukit Baka Bukit Raya National Park, part of the Muller-Schwaner range, is 
also partially in Katingan.  

In Sebangau NP, secondary forest of reasonable quality holding approximately 7,000 orangutans (spp. 
wurmbii). Forests in Muller-Schwaner of good quality, extending over 2,000k ha and connecting major 
national parks within the Heart of Borneo landscape. Between Sebangau NP and Muller-Schwaner, primarily 
concessions on peat and lowland forests, not yet much conversion, particularly in north. (Muller-Schwaner 
links both this landscape and the USAID IFACS candidate site of Ketapang/Melawi.)  

Peat forests of Sebangau NP are in need of restoration. Main threat outside NP is poor management of 
concessions, including encroachment and associated forest conversion, illegal logging and illegal mining. 
Root causes of this threat include a lack of coordination among departments at different levels (national, 
provincial, local) as well as structural problems with regional autonomy, in which governments at lower levels 
see natural resources primarily in terms of revenue from exploitation.  

Local Government Capacity and Commitment: 

Central Kalimantan: Capacity could be stronger. Key agencies will be Dinas Kehutanan (Forestry), 
Bappeda (Planning), and BLH (Environment). The provincial government has set up a REDD commission. 
Good commitment, though variable among departments. At times, discussions about spatial planning seem 
never-ending.  

Katingan and Pulang Pisau: Technical assistance, field officers, and budget allocations are available to 
support Sebangau NP – and its development as a REDD pilot site – although this depends in part on good, 
ongoing communication between the NP authority and the district government. Ex-Mega Rice Project 
(EMRP) currently being rehabilitated is located partly in Pulang Pisau district. 

Socioeconomic Conditions: approx. population size/density; ethnic groups; principal sources of livelihood; 
commercial activities; development trends, and challenges to sustainable development. 

Katingan:  

Population density: 17,500 km2 with ~130,000 individuals = 7.4/km2.  

Ethnic groups: Dayak (Ngaju group, including Katingan, Kahayan and others). 

Livelihoods: Small-scale rice cultivation, fishing, NTFPs (e.g., rattan, medicinal plants), artisanal (illegal) 
gold mining.  

Commercial activities: Timber concessions (including encroachment and associated illegal logging), 
community development of NTFPs such as rattan. 

Development trends: Increasing efficiencies in local, sustainable products (rubber, rattan, ecotourism) and 
attempting to take these to a larger scale. 

Challenges to sustainable development: Current policies motivate individual commercialization of natural 
resources rather than community development and protection.  
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Pulang Pisau: 

Population density: 9,000 km2 with ~ 122,500 individuals = 13,6/km2. 

Ethnic group: Dayak (Ngaju group). 

Livelihoods: Agriculture, trade, service, industry sectors. 

Commercial activities:Several palm oil concessions, Fruits produced by community such as rambutan, 
pineapples,etc. 

Existing GOI/Donor/NGO Activities and Opportunities for Collaboration:  

GOI: Ministry of Forestry with park protection (Sebangau NP, Bukit Baka Bukit Raya NP) and fire 
prevention. Provincial commitment to spatial planning, with proposal to officially gazette Muller-Schwaner as 
protected area, already with over two years of consultation and socialization.  

Donors: Clinton Climate Initiative (CCI) with NORAD funding, Starling Resources & PT Rimba Makmur 
Utama implementing a 200k ha restoration concession on peat land in the southern part of Katingan. About 
100 k ha of this ERC is in Kotawaringan Timur district. According to a report by the Orangutan Tropical 
Peatland Project (OuTrop) this area has about 3,000 orangutans.  

The CCI (also with NORAD funding) supports testing of the REDD+ Social and Environmental Standards 
(see http://www.climate-standards.org/redd+/) 

Governments of Sweden and of Finland to support sustainable development of local livelihoods in 
Sebangau NP and the proposed protected area of Muller-Schwaner.  

NGOs: WWF Indonesia with peat restoration in Sebangau NP (also a REDD pilot site). WWF Indonesia 
also supports ecosystem-based spatial planning at provincial level. Borneo Orangutan Survival (BOS) works 
in Katingan. Local NGOs include Teropong and Yayasan Cakrawala Indonesia. 

Opportunities for collaboration: Best management practices for concessions, stretching from Sebangau 
across Katingan via Seryan-Sampit to USAID IFACS candidate site of Ketapang/Melawi, giving a wide 
corridor for orangutans outside protected areas. (Feasible in north; degraded lands of south may prevent a 
truly comprehensive corridor.) E.g., interest by PT Sari Bumi Kusuma to explore use of best management 
practices on concession of approximately 250k ha. Also, use environmental protection as stimulus to 
develop income streams from environmental products and services, ranging from NTFPs to ecotourism to 
carbon sequestration via REDD markets.  

While Katingan is not an official member of the Heart of Borneo District Working Group, this USAID IFACS 
landscape contributes to the development and implementation of Indonesia’s National Action Plan for Heart 
of Borneo through support of Bukit Baka Bukit Raya NP and adjacent buffer zones – critical to maintaining 
intact forests and orangutan distributions.  

 

http://www.climate-standards.org/redd+/
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PAPUAN 

5. MAMBERAMO RAYA CANDIDATE LANDSCAPE, PAPUA 

Site Name and Location: Mamberamo Landscape  

The Mamberamo Basin covers a broad swath of relatively undeveloped forest stretching across the northern 
part of Papua Province. The eastern-most portion is close to the provincial capital of Jayapura and is 
relatively accessible, becoming more remote in its central and western portions. The Basin contains a 
600,000 ha timber concession, the largest in Indonesia, which works in collaboration with Conservation 
International and the Tropical Forest Foundation to improve forest management.  

Forest Type:  

The vegetation is mostly northern Papua lowland forest with high biodiversity. The concession area is mostly 
primary dry flat lowland forest and primary hill forest, while there is some swamp forests and other swamp 
formations as part of the Mamberamo Lakes-Plain depression in the southernmost part of the concession 
just north of the Tariku river which creates the southern boundary, and also in the northern part of the 
concession. The makeup of the swamp vegetation is complex and is largely regulated by the flooding cycles 
of the rivers and waterways.  

Forest Condition:  

The lowland and hill forest is primary forest with almost 90 percent of the land still covered by undisturbed 
forest and natural vegetation and only a small proportion used for human settlements, agriculture, and 
plantations (less than 5 percent). Conservation International identified 165 species in these forests (via 
Multidisciplinary Landscape Assessment - MLA and Rapid Biodiversity Assessment Programs - RAP).  

Threats: 

Potential development project threats include the Mamberamo Mega development Project and Intensive 
Energy Industries plans to exploit the hydropower potential of the Mamberamo River, estimated at between 
7 GW and 20 GW. Road construction, mining, commercial logging, and commercial plantations (rice and oil 
palm) present actual and potential threats in various parts of the Basin. Traditional communities could lay 
claim to traditional tenure over land in Papua, especially given the increase recognition of these rights under 
the Special Autonomy Law for Papua (Law No. 21/2001), but it is unlikely to be legally enforceable under 
current Indonesia Law. At this moment, it is believed that there are no private rights forests (i.e., privately 
owned forest land) within the concession and that the forests are designated primarily as Production Forest 
(HP) with a small portion designated as Limited Production Forest (HPT) and an even smaller part 
designated as Conversion Production Forest (HPK) according to the Forestry Planning Map (Peta Kawasan 

Hutan dan Perairan Propinsi Irian Jaya, Lampiran Surat Menteri Kehutanan: No. 891/Kpts-II/1999, Tanggal 
14 November 1999). 

Local Government Capacity and Commitment: 

Generally low capacity and opportunistic with short-term development orientation. Spatial Planning Capacity 
and green development vision for natural resource management is needed. Jayapura District is more 
capable and accessible than Sarmi or Mamberamo Raya. A request has been filed with the central 
government to ask permission to split Mamberamo Raya into three districts. 

Socioeconomic Conditions:  

The Mamberamo basin is sparsely inhabited with approximately 22,000 people living in the lowlands along 
major rivers. Due to the remoteness of the region, communities have subsistence livelihoods and maintain a 
close attachment to the forest, swamps, lakes, rivers, and their natural resources. Traditional Mamberamo 
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communities live a semi-nomadic life and support their livelihoods through harvesting sago palms, 
agriculture, fishing and hunting. HDI for Mambaramo Raya is one of the lowest in Papua. In 2008 it was 
57.8, with the average number of years of education only 4.3 years- or equal to elementary school level. 

Population size: 0.7km2 

Ethnic groups: Kapeso Apaur, Tavanama, Bobo and Kuwera and non-Papuan  

Principal sources of livelihood: hunting, fisheries, farming. 

Existing GOI/Donor/NGO Activities and Opportunities for Collaboration:  

Conservation International, CIFOR, CIRAD Yali/ AFD, AUSAID, UNDP, New Forest, FFI and collaboration 
with local government, and communities, also with Jayapura District. 
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6. SARMI CANDIDATE LANDSCAPE, PAPUA 

Site Name and Location: 6. Sarmi  Landscape  

The Sarmi Landscape is on the north coast of Papua and comprises the mainland and 15 continental 
islands. It borders the Mamberamo Raya and Waropen Districts to the west, and Central Mamberamo, 
Puncak Jaya and Tolikara Districts to the south.  

Forest Type:  

The vegetation is mostly northern Papua lowland forest; it has a high biodiversity. Active forestry 
concessions are located in mostly primary dry flat lowland forest and primary hill forest. Swamp forests and 
other swamp vegetation formations occur as part of the Mamberamo Lakes-Plain depression in the 
southernmost parts just north of the Tariku river - which delineates the southern boundary- and in the 
northern parts. Swamp vegetation is structurally complex; its distribution is largely determined by the 
flooding cycles of rivers and waterways.  

Forest Condition:  

A conservation forest occurs in Tmun and Syenai mountain 25 km west of Beneraf village. This forest has a 
particularly rich highland flora which varies according to topography.  Aqualaria Malassensis trees grow 
sporadically in the area. The dominant of vegetation coastal and mangrove forests. The largest area of 
mangrove forest is 18,699 ha, located in the lower reaches and deltaic area of the Mamberamo River. 

Threats: 

Logging and mining concessions. The former are mainly in the northern districts of Sarmi (1.3 million ha).  

Local Government Capacity and Commitment: 

Generally low capacity and opportunistic with a predilection for short-term development scenarios to raise 
income quickly. Capacity in both spatial and development planning are average. There is a limited vision of 
what a LEDS economy might look like. The Sarmi District still has not completed its revision of the their 
spatial plan. They also still refer to the provincial forest spatial plan No. 7/2003.  

Socioeconomic Conditions:  

The population density is 2.5/km2, with a total of only 35,000 people - mostly inhabiting coastal areas and 
plains areas along the Mamberamo River. Health Development Index (HDI) for Sarmi in 2006 was 65.2- 
which is among the lowest in Papua; the average number of years of education is only 6.4 years or equal to 
elementary school level.  

Ethnic groups: Kapeso Apaur, Tavanama, Bobo and Kuwera, and non-Papuan  

Principal sources of livelihood: hunting, fisheries, farming. 

Existing GOI/Donor/NGO Activities and Opportunities for Collaboration:  

UNDP, Dutch government, NZAID, CIDA, Conservation International, AusAID. 
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7. MIMIKA CANDIDATE LANDSCAPE, PAPUA 

Site Name and Location: 7. Mimika Landscape  

Forest Type, Condition, and Threats: 

In the west, the districts of Mimika comprise largely grassland and monsoon forests in the lowlands to 
montane forests in the Sudirman Mountains.  

Most of this land is labeled as production forest. At present, these forests are in good condition, relatively 
pristine compared with the forests of Borneo or Sumatra.  

The principal threat is conversion for development – whether sustainable or not – when that conversion 
damages places of social and cultural value. This is especially true when places of socio-cultural value 
overlap with areas of biodiversity value. This is true over much of the altitudinal gradient mentioned. Lowland 
forests and grasslands are rich in biodiversity. At mid levels, extensive hill forests on impoverished soils are 
also a unique ecosystem. At higher latitudes, biological diversity tends to be less rich than the lowlands but 
endemicity increases. An underlying driver of this threat is inconsistency between different levels of 
government spatial planning and the associated implications for converting land to oil palm or other types of 
plantations. Infrastructure development and transmigration are also major issues.  

Local Government Capacity and Commitment: 

Provincial level: Capacity good, particularly via Papua Low-Carbon Development Task Force. Strong 
commitment for low-carbon development with support of province-wide biodiversity visioning process.  

District level: Capacity for governance in Timika is satisfactory and there is an appreciation for the need for 
spatial planning and some experience in collaboration with NGOs in planning for the Lorenz National Park, 
as noted by the support from Mimika for the joint, 10-district planning in Greater Lorentz area; this includes 
community participatory mapping for Lorentz NP.  

Socioeconomic Conditions: approx. population size/density; ethnic groups; principal sources of livelihood; 
commercial activities; development trends, and challenges to sustainable development. 

Mimika  

Population density: 6.7/km2.  

Ethnic groups: Numerous, including Nduga, Hupla, Marind, Kanum, Yenan, Marory Mengei, Yaqukai, 
Wiyagar, Auyu, Korowai, Kumbai, Asmat Laut, Nambai, Bismam, Wicembup, Safan 1 & 2, Joerat, Emary 
Decur, Keenok, Aramatak, Brasa, Yukmakcai, Simai, Unir Sirau, Muyu, Mandobo, Jair, Wanggom, Kumbai, 
Kurowai, etc. 

Livelihoods: Generally speaking, development indicators in Papua are among the worst of any region in 
Indonesia.  

Commercial activities: Forestry plantations, some oil palm and logging.  

Development trends: Increases in oil palm plantations and infrastructure development.  

Challenges to sustainable development: Conflicting understanding about what tools are needed and are 
effective for promoting sustainable development.  

Existing GOI/Donor/NGO Activities and Opportunities for Collaboration:  

GOI: At provincial level, Papua Low-Carbon Development Task Force with master planning for lowland 
areas of southern Papua. In Mimika there is a financial commitment by local government to provide 
matching funds from district government towards sustainable development and low-carbon economic 
planning.  
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Donors: DGIS (Director General for Int’l Cooperation, the Netherlands) provide support in Mimika for spatial 
planning and development planning. DFID to focus on Papua with new climate change program worth GBP 
40 mil, starting March 2011.  

NGOs: WWF Indonesia:  

Opportunity for collaboration: Provincial and district governments, through the Papua Low-Carbon 
Development Task Force, work together with foreign aid agencies and NGOs to design and achieve a low-
carbon economy in southern Papua. Already with success in incorporating the amalgam of social, cultural, 
and biodiversity values in development planning and in designing incentive mechanisms for sustainable 
development.    
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8. ASMAT CANDIDATE LANDSCAPE, PAPUA 

Site Name and Location: 8. Asmat Landscape 

Forest Type, Condition, and Threats: 

The Asmat (including Lorentz National Park) span from swamp forest on peat soils and extensive grasslands 
in the lowlands to montane forests in the Djajawidjaja Mountains. A large expanse of forest extends in the 
south and east of this District. Over 60 percent of Papua’s 6.9 million ha of peat soils are in the three districts 
of Asmat, Mappi, and Merauke, with the largest part in Asmat.  

Aside from Lorentz NP, most of this land is labeled as production forest. At present, these forests are in 
good condition, relatively pristine compared with the forests of Borneo or Sumatra.  

The principal threat is conversion for development – whether sustainable or not – when that conversion 
damages places of social and cultural value. This is especially true when places of socio-cultural value 
overlap with areas of biodiversity value, such as peat soils. An underlying driver of this threat is 
inconsistency between different levels of government spatial planning and the associated implications for 
converting land to oil palm or other types of plantations. Infrastructure development and transmigration are 
also major issues.  

Local Government Capacity and Commitment: 

Provincial level: Capacity good, particularly via Papua Low-Carbon Development Task Force. Strong 
commitment for low-carbon development with support of province-wide biodiversity visioning process.  

District level: Capacity for governance in Asmat is satisfactory and there is an appreciation for the need for 
spatial planning and some experience in collaboration with NGOs in planning for the Lorenz National Park, 
as noted by the support from  Mimika and Asmat for the  joint, 10-district planning in Greater Lorentz area; 
this includes community participatory mapping for Lorentz NP.  

Socioeconomic Conditions: approx. population size/density; ethnic groups; principal sources of livelihood; 
commercial activities; development trends, and challenges to sustainable development. 

Asmat  

Population density: 3.4/km2.  

Ethnic groups: Numerous, including Nduga, Hupla, Marind, Kanum, Yenan, Marory Mengei, Yaqukai, 
Wiyagar, Auyu, Korowai, Kumbai, Asmat Laut, Nambai, Bismam, Wicembup, Safan 1 & 2, Joerat, Emary 
Decur, Keenok, Aramatak, Brasa, Yukmakcai, Simai, Unir Sirau, Muyu, Mandobo, Jair, Wanggom, Kumbai, 
Kurowai, etc. 

Livelihoods: Generally speaking, development indicators in Papua are among the worst of any region in 
Indonesia.  

Commercial activities: Forestry plantations, some oil palm and logging.  

Development trends: Plans for increases in oil palm plantations, for infrastructure development.  

Challenges to sustainable development: Asmat has extensive swamp areas such that development of 
proper human habitation requires a great deal of biophysical engineering. Promoting sustainable 
development will be challenged by the need for infrastructure development, health facilities, education, and 
development of markets.   

Existing GOI/Donor/NGO Activities and Opportunities for Collaboration:  

GOI: At provincial level, Papua Low-Carbon Development Task Force with master planning for lowland 
areas of southern Papua. At district level, spatial plan development in Asmat. In Asmat, district 
governments have made commitment of matching funds for sustainable development and low-carbon 
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economic planning.  

Donors: DGIS (Director General for International Cooperation, the Netherlands) support at level of both 
province and the Asmat District for spatial planning and development planning. DFID to focus on Papua with 
new climate change program worth GBP 40 mil, starting March 2011.  

NGOs: WWF Indonesia, in partnership with Asmat, is facilitating socio-cultural biodiversity mapping as a 
means to improve district spatial planning. WWF Indonesia also with support for sustainable livelihood 
development in Lorentz NP.  

Opportunity for collaboration: Provincial and district governments, through the Papua Low-Carbon 
Development Task Force, work together with foreign aid agencies and NGOs to design and achieve a low-
carbon economy in southern Papua. Already with success in incorporating the amalgam of social, cultural, 
and biodiversity values in development planning and in designing incentive mechanisms for sustainable 
development.    
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APPENDIX C: LANDSCAPE 
MAPS BY ISLAND 
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SUMATRA TARGET LANDSCAPES 

1. Aceh Selatan landscape 

2. Aceh Tenggara landscape 
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KALIMANTAN TARGET LANDSCAPES 

3. Ketapang landscape 
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4. Katingan landscape 

D 
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PAPUA TARGET LANDSCAPES 

5. Mamberamo Raya landscape 

6. Sarmi landscape 

7. Mimika landscape 

8. Asmat landscape 
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APPENDIX D: INITIAL 
CANDIDATE DISTRICTS 

The original list of candidate districts below flowed from the November 2010 USAID IFACS Site Selection 
Workshop. This list changed considerably during the process of preparing this Report. Provinces, 
landscapes, and districts were altered for most of the candidates.  

The districts listed below in bold were of primary interest and received the most attention initially. Those 
not in bold were initially targeted for less intensive data collection. 

Sumatra 

 Aceh Singkil 

 Aceh Selatan 

 Aceh Tenggara 

 Aceh Jaya 

West Kalimantan 

 Ketapang  

 Melawi  

 Kayon Utara 

 Kubu Raya 

 Lamandau 

Central Kalimantan 

 Katingan  

 Gunung Mas  

East Kalimantan 

 Malinau 

 Nunukan 

 Berau 
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Papua 

 Asmat 

 Mimika 

 Jayapura 

 Mamberamo Raya 

 Sarmi 

 Mappi 

 Boven Digul 
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